
BUPATI MALAKA, 
a. bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan merupakan salah satu potensi penerimaan 
daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam 
peningkatan kapasitas fiskal daerah dan 
pemungutannya perlu diatur dalam Peraturan Bupati; 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerab dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Ne~g~. a. Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 18, Tamb n Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5396); 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS 
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KABUPATEN MALAKA 

PERATURAN BUPATI MALAKA 
NOMOR 5 TAHUN 2015 

BUPATl MALAKA 
PROPJNSI NUSA TENGGARA TIMUR 



PERATURAN BUPATI MALAKA TENTANG SISTEM DAN 
PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK iTAS 
TANAH DAN/ ATAU BANOUNAN KABUPATEN MALAKA ..- 

MEMUTUSKAN: 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}; 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraruran 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5657); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang 
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai 
atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3643); 

9. Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Dinas Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah 
Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03); 

Menetapkan 



10. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menrimpan, menyetorkan, rnenatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan ang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPKD. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
l. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang selanjutnya 

disebut BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas 
tanah dan/atau bangunan. 

2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau 
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 

3. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, tennasuk 
hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan. 

4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pernbayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan perpajakan daerah. 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firrna, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkurnpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

6. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pihak 
yang berwenang menerbitkan akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau 
bangunan. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/ pengguna barang. 

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya clisebut 
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 
pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah. 

9. Bendahara Pencrimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerirna, menyimpan, menyetorkan, rnenatausahakan, dan 
mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPKD. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 



Pasal 2 
(1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian 

proses yang hams dilakukan dalam menerirna, menatausahakan, dan 
melaporkan penerimaan BPHTB. 

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau 

bangunan; 
b. Prosedur pembayaran BPHTB; 
c. Prosedur penelitian SSPD BPHTB; 
d. Prosedur pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau 

bangunan 
e. Prosedur pelaporan BPHTB; 
f. Prosedur penagihan BPHTB,; 
g. Prosedur pengurangan BPHTB. 

(3) Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan 
rancangan akta pemindahan hak atas tanah clan/ a tau bangunan sekaligus 
perhitungan besarnya BPHTB terutang. 

(4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimn dimaksud pada ayat (2) huruf 
(b) adalah prosedur pembayaran pajak te tang yang dilakukan oleh Wajib 
Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB 

BAB II 
RUANO LINGKUP 

11. Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ket.iga yang menerima 
pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. 

12. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 
dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas 
kepemilikan tanah dan/ atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat 
perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang 
rnerniliki kekuatan hukum. 

13. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD 
BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan 
pembayaran dan penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat 
lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan 
data perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. 

14. Akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan adalah dokumen 
legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari 
satu pihak ke pihak lain. 

15. Pernungutan adalah suatu rangkaian kegiatan rnulai dari penghimpunan 
data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang 
terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta 
pengawasan penyetorannya. 



Bagian Pertama 
Pcngurusan A.kta Pemindahan Hak atas Tarrah dan/ a tau Bangunan 

Pasal 4 

(1) Wajib Pajak mengurus akta pemindahan hak atas tanah dan/atau 
bangunan melalui PPAT at.au pejabat sesuai peraturan perundang 
undangan. 

(2) PPAT/Peja,at Lelang meJakukan penelitian atas objek pajak yang haknya 
dialihkan. ~ 

BAB III 
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB 

Pasal 3 
(1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 2, SKPKD harus mempersiapkan fungsi yang diburuhkan, meliputi : 
a. Fungsi pelayanan; 
b. Fungsi pengolahan data dan informasi; dan 
c. Fungsi pembukuan dan pelaporan 

(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas 
melakukan interaksi dengan Wajib pajak dalarn tahapan-tahapan 
pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses 
pengurangan BPHTB. 

(3) Fungsi data dan infonnasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak. 

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c bcrtugas untuk menyiapkan laporan realisasi pcnerirnaan BPHTB 
berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk. 

(5) Prosedur penelitian SSPD BPHTB sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan SKPK.D atas kebenaran 
dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya. 

(6) Prosedur pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran 
akta ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT. 

(7) Prosedur pelaporan BPHTB sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf e 
adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta 
pemindahan hak. 

(8) Prosedur penagihan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f 
adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB, 
SKPDKB/SKPDKBT, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh SKPKD 

(9) Prosedur pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g 
adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan 
pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak. 



Pasal 8 
(1) Wajib Pajak me1akukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah dan/atau 

bangunan kepada Kantor Pertanahan. 
(2) SK.PKO dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Pertanahan dalam 

rangka pendaftaran pemindahan hale. 
(3) Tata cara pendaftaran hp.k adalah sebagaimana tercantum dalam larnpiran 

IV Peraturan Bupati ini. \\., 

Bagian Keempat 
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak 

Pasa1 7 
(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh fungsi pelayanan. 
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan 
b. Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB. 

(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan 
dengan pemeriksaan lapangan. 

(4) Tata cara penelitian SSPD BPHTB adalah sebagaimana tercanturn pada 
lampiran Ill Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 
Penelitian SSPD BPHTB 

Pasa16 
(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan 

SSPD BPHTB. 

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib 
Pajak melalui Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan pada SK.PKO. 

(3) Tata Cara Pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana 
tercantum dalam lampiran n Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Pembayaran BPHTB 

Pasa1 5 
(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD BPHTB yang disiapkan oleh 

PPAT. 

(2) Tata cara pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau 
bangunan adalah sebagaiman tercantum dalam lampiran I Peraturan 
Bupati ini, 



( l) Pengurangan BPHTB diaj:Uk~'? oieh Wajib Pajak dan disampaikan kepada 
fungsi pelayanan untuk diteliti. 

(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dim\iksud dalam ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. i, 

Pasal 12 

Bagian Ketujuh 
Prosedur Pengurangan BPHTB 

Pasal 11 
(1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum 

dibayar oleh Wajib Pajak. 
(2) Prosedur Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/ atau Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKB) BPHTB dan 
atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) 
BPHTB. 

(3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti 
dengan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa jika diperlukan. 

(4) Tata cara penagihan BPHTB sebagaimana tercantum dalam lampiran VI 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keenarn 
Prosedur Penagihan BPHTB 

Pasal 10 
[I] Fungsi pembukuan dan pelaporan menyiapkan laporan BPHTB 

berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank yang ditunjuk/Bendahara 
Penerimaan dan/atau PPAT. 

(2) Fungsi pembukuan dan pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB 
dari Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerirnaan paling lambat pada 
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

(3) Fungsi pembukuan dan Ppelaporan menerima laporan pembuatan akta 
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari PPAT paling larnbat 
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

(4) Tata cara pelaporan akta adalah sebagaimana tercantum dalam larnpiran V 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 9 
(l) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh fungsi pembukuan dan pelaporan. 

(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi 
penenmaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Bagian Kelima 
Pelaporan BPHTB 



BERJTA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2015 NOMOR ... 

DONATUS SERE 

Diundangkan di Betun 
pada tanggal 2015 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA, 

Pasal 15 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturap 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malak.a. ,y 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 
( 1) Kepala SKPKD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini. 
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup 

mengkoordinasikan, menyernpurnakan lampiran-Iampiran sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan 
bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan 
Peraruran Bupati ini. 

BAB IV 
FASILITASI 

(3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam 
larnpiran VU Peraturan Bupati ini. 



1. Wajib Pajak selaku penerima hale 
Merupakan pihak yang rnerniliki kewajiban membayar BPHTB terhadap hak 
atas tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. DaJam prosedur ini 
Wajib Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait 
pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) 
Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan 
daerah, yang secara organisasi dapat berbentuk Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). DaJam prosedur ini, 
DPPKAD berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam menyiapkan 
SSPD BPHTB. 

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB 
terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB.Pihak yang dapat menjacli PPAT 
ialah Camat atau Notaris. 
Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang untuk : 

MemeriJcsa kebenaran data terkait obyek pajak pada Kantor Pertanahan; 
Menetapkan draf akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan; 

4. Kepala Kantor Pertanahan 
Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah 
kewenangannya. Dalarn prosedur ini, Kepala Kantor Pertanahan f 
menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait perneriksaan obyek pajak. !, 

8. PJHAK TERKAJT 

Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan 
merupakan proses pengajuan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak at.as 
tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima 
hak atas tanah dan/ataubangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT). Prosedur ini melibatkan PPAT sebagai pihak yang menyiapkan form 
SSPD BPHTB dan draf akta pemindahan hak atas tanah dan/atau banguan. 
Dalam prosedur ini, PPATakan memeriksa kebenaran dan kelengkapan 
dokumen · terkait pem.indahan hak atas tanah dan/atau bangunan. 
Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait obyek 
pajak pada Kantor Bidang Pertanahan. 

A. GAMBARAN UMUM 

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH 
DAN/ATAU BANGUNAN 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALA.KA 
NOMOR 5 TAHUN 2015 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN 
HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU 
BANGUNAN KABUPATEN MALAKA 



Berdasarkan prosedur yang tclah berjalan, PPAT mencrima fonnulir )sSPO 
BPHTB dari Dinas Pendapatan, Pcngelolaan l<euangan dan Aset Daerah. !,- I 
Langkah 6 

PPAT roenyiapkan draf akta pemindahan hale atas tanah dan/atau bangunan. 
Dokumen ini merupakan rancangan akta pcmindahan hak atas tanah 
dan/ atau bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian 
menyimpan draf akta pemindahan hak atas tanah dan J atau bangunan. 

Langkah 5 

PPAT menerima data obyek pajak dari Kcpala Kantor Pertanahan. PPAT 
kcmudian memeriksa kebenaran data obyek pajak dcngan membandingkan 
dokumen pendukung perolchan hak alas tanah dan/ atau bangunan dan data 
obyek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT dapat 
melakukan pengecckan obyek pajak dengan melakukan observasi lapangan. 

Langkah 4 

Atas permintaan PPAT, maka Kepala Kantor Pertanahan menyediakan data 
yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan obyek pajak. Kepala 
Kantor Pertanahan menyerahkan data obyek pajak kepada PPAT. 

Langkah 3 

PPAT menerima pennohonan pengurusan akta dan dokumen pendukung 
pcrolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak. PPAT Jalu 
memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen 
pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT dapat mengajukan pennohonan 
pemeriksaan data obyek pajak kepada Kepala Kantor Pertanahan. 

Langkah 2 

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan akta 
pemindahanhak alas tanah dan/atau bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak 
mcnycrahkan permohonan pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan 
dokumcn pcndukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan, menyiapkan 
dokumen pendukung terkait perolehan hale atas tanah dan/atau bangunan. 
Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas 
tanah dan/atau bangunan antara kedua belab pihak. Dokumen ini dapat 
berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain 
lain yang pada dasamya menyatakan bahwa telah terjadi pem.indahan hak atas 
kepcmilikan tan ah dan/ atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai 
dengan dokumen pendukung lainnya. 

Langkah 1 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNlS 

-2- 



Langkah 8 

PPAT menyerahkan SSPD BPHTB yang telah diisi kepada Wajib Pajak. 

:::j: menerima SSPD BPHTB yang telah diisi oleh PPAT. l 

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data obyek pajak terpenuhi, 
~aka P~AT menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi 
informas] obyek pajak dan nilai BPHTB terutang pada formulir SSPD BPHTB. 
Sctelah mencantumkian seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu 
rnenandatangani SSPD BPHTB. SSPD BPHTB merupakan surat yang digunakan 
oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 
teru tang ke Kas Daerab atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daer-ah 
dun sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau 
bangunan. SSPD BPHTB terdiri atas 6 (enam) lembar, dengan perincian sebagai 
berikut: 

}.- Lem bar 1 : 
Untuk Wajib Pajak 

~ Lembar2: 
Untuk PPAT sebagai arsip 

),>' Lembar 3 : 
Untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran 

)> Lem bar 4 : 
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai Lampiran pennohonan penelitian SSPD 
BPHTB 

:i.- Lembar 5: 
Untuk Bank yang ditujuh/Bendahara Penerimaan sebagai arsip 

>" Lembar 6 : 
Untuk Bank yang ditujuh/Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada 
Fungsi Pem bukuan/ Pelaporan. 

Lnngkah 7 
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Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajjb Pajak a.kan menerima SSPD BPHTB 
yang telah diisi. SSPD BPHTB terdiri atas 6 lernbar dengan pcrincian sebagai 
berikut: 
• Lernbar l; 

Untuk Wajib Pajak 
• Lernbar 2; 

Untuk PPAT sebagai Arsip 
• Lembar 3; 

Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran 
• Lernbar 4; 

Untuk f1ungsi pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD 
BPHTB !, 

Langkah I 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

B. PIHAK TERKAIT 
1. Wajib Pajak selaku penerima hak 

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas 
perolehan hale atas tan ah dan/ atau bangunan. 

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPA1j 
Merupakan pihak yang menyiapkan SSPD BPHTB sebagai dasar bagi Wajib 
Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membantu melakukan 
perhitungannya. 

3. Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan. 
Merupakan piha.k yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari wajib 
Pajak. Dalarn prosedur ini bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan 
berwenang untuk : 
- Menerima pembayaran BPHTB terutang dari wajib Pajak; 
- Memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB; 
- Mengembali.kan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak Iengkap/kurang 
- Menandatangani SSPD BPHTB yang lengkap pengisiannya; dan 
- Mengarsipkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6. 

A. GAMBARAN UMUM 
Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak atas tanab dan/atau bangunan 
merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang 
rnelalui Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan. 
Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran 
dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalui bank yang 
ditunjuk atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan. 

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK ATAS TANAH DAN/ATAU 
BANGUNAN 

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAL.AKA 
NOMOR 5 TAHUN 2015 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK 
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 
KABUPATEN MAL.AKA 
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Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3 dan 4 dari Bank yang 
ditunjuk/tndahara Penerimaan, Wajib Pajak kemudian melakukan proses 
berikutny , yaitu permohonan penelit:ian SSPD BPHTB ke fungsi pelayanan di 
DPPKAD. 

Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB. 
Lembar 5 dan 6 disimpa.n, sedangkan lembar 1,2,3 dan 4 dikembalikan ke Wajib 
Pajak 

Langkah 5 

Langkah 4 

Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang 
pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk/Bendahara 
Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan 
kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang 
diterima dari Wajib Pajak. 

Langkah 3 

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada bank yang ditunjuk/Bendahara 
Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, wajib pajak kemudian membayarkan 
BPHTB terutang melalui bank d.itunjuk/Bendahara Penerimaan. 

Langkah 2 

• 

• Lembar 5; 
Untuk bank y di · ang tunJuk/Bendahara Penerirnaan sebagai Arsip 
Lembar 6; 
Untuk bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai Iaporan kepada 
Fungsi Pembukuan / Pelaporan. 

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT 
menandatangani SSPD BPHTB tersebut. 

-s- 

- ---------------- 
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Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang 
dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas: 
- SSPO BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah 

(NTPO)/SSPO BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD); 
Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat 
Izin Mengemudi/Paspor); 
Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan); 
Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam 
hal transaksi waris; 
Fotokopi identitas. kua.sa Wajib Pajak (dalarn l1al dikuasakan); 
Fotokopi NPWP (bila ada); 
Dokumen pendukung lain yang diperlukan. 

Langkah 1 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

2. Fungsi pelayanan 
Merupakan pihak yang melakukan penelitian terhadap kebenaran 
informasi terkait obyek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB. Fungsi 
Pelayanan berwenang dan bertugas untuk meminta data terkait obyek 
pajak kepada Fungsi Pengolahan Data dan lnformasi, untuk keperluan : 
- Memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait obyek 

pajak yang tercantum dalam SPPD BPHTB; dan 
- Menandatangani SSPO BPHTB yang telah diverifikasi. 

l. Wajib pajak selaku penerima hak 
Merupakan pihak yang mengajukan pennohonan penelitian kepada fungsi 
pelayanan atas SSPD BPHTB yang telah dibayarkan. 

B. PIHAK TERKAIT 

Prosedur penelitian SSPD BPHTB merupakan proses verifi.kasi kelengkapan 
dokumen dan kebenaran data terkait obyek pajakyang tercantum dalam SSPD 
BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran 
BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB melalui Bank yang 
ditunjuk/Bendahara Penerimaan. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah 
BPHTB dilakukan oleh fungsi pelayanan pada DPPKAD. Jika semua 
kelengkapan dan kesesuaian data obyek pajak terpenuhi maka fungsi 
pelayanan akan menandatangani SSPD BPHTB. 

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN 
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (SSPD- BPHTB) 

A. GAMBARAN UMUM 

LAMPIRAN llI PERATURAN BUPATI MALAKA 
NOMOR 5 TAHUN 2015 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS 
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KABUPATEN 
MALAKA 
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Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan 
kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan 
menandatangani SSPD BPHTB (lembar 1,2,3 dan 4). Fungsi Pelayanan 
mengarsipkan SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai dokumentasi, kemudian 
menyerah.kan SSPD BPHTB (lembar 1, 2 dan 3) kepada Wajib Pajak. 

Lan~6 l 
Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) dari Fungsi Pelayanan. i, 

Langkah 5 

Fungsi Pelayanan menerima form pengajuan data yang telah diisi data obyek 
Pajak dari Fungsi Pengolahan Data & lnformasi, kemudian memeriksa 
kebenaran data yang tercanturn dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung 
SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak. Dalam kondisi tertentu DPPKAD 
berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara 
riil. 

Langkah 4 

Fungsi Pengolahan Data dan Informasi menerima form pengajuan data dari 
Fungsi Pelayanan. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi menarik data yang 
dibutuhkan dari sistim database objek Pajak kemudian mencantumkan 
informasi objek pajak pada form pengajuandata. Fungsi Pengolahan Data & 
lnformasi lalu menyerahkan kembali fonnpengajuan data yang telah diisi 
kepada Fungsi Pelayanan. 

Fungsi Pelayanan men . . 
(lembar 4) d erirna formulir permohonan penelitian SSPD BPHTB 
kemudi ' an ~okumen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan 
fo lir an menga.Jukan pennintaan data terkait obyek pajak berdasarkan 

d
.rmla.kuu permohonan penelitian SSPD BPHTB yang diterima.Pengajuan 
1 kan dengan · · d . mengisi an menyampaikan form pengajuan data kapada 

Fungsi Pengolahan Data dan Informasi 

Langkah 3 

Langkah 2 
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3. Kepala Kantor Pertanahan 
Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak atas tanah dan/ atau 
bangunan pada wilayah kewenangannya.Dalam prosedur ini Kepala Kantor 
Pertanahan berwenang dan bertugas untuk: 

Memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendafran hak atas tanah 
dan/ atau bangunan;dan 
Memperbaharui daftar hak tanah dan/atau bangunan. 

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran aktapemindahan hak atas 
tanah dan/atau bangunan pada Kantor Pertanahan.PPAT berwenang dan 
bertugas untuk: 
-Mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan; 
dan 
-Menyiapkan dan menandatangani akta pemindahan hak. atas tanah dan/atau 
bangunan yg telah terdaftar di Kantor Pertanahan. 

1. Wajib Pajak selaku penerima hak 
Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung 
pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Wajib pajak 
menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada PPAT. 

B. PIHAK TERKAIT 

Prosedur in· k . . 1 merupakan proses pendaftaran atas perolehan/peraJihan hak 
k epemilikan tanah dan/atau bangunan. Pendaftaran ini dilakukan oleh PPAT 

epada Kepala Kantor Pertanahan. 
Pros d · · · e ur ll1.1 dilakukan sebagai persyaratan penerbitan akta pemindahan hak atas 
tanah dan/atau bangunan. PPAT menandatangani akta pemindahan hak atas 
tanah dan/ atau bangunan setelah pemindahan hak atas tanah 
dan/ataubangunan terdaftar pada Kantor Pertanahan. 

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA PADA KANTOR PERTANAHAN 
A. GAMBARAN UMUM 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI MALAKA 
NOMOR 5 TAHUN 2015 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU 
BANGUNAN KABUPATEN MAL.AKA 
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PPAT menyerahkan a.kta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang 
telah ditandatangani kepada Wajib Pajak. 

~~a I 
Wajib Pajak menerima akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. ~ 

Langkah 7 

PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani akta 
pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan 

Langkah 6 

Kepala Kantor Pertanahan mengarsipkan SSPD BPHTB lembar 3, lalu 
menyerahkan draf akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan serta 
bukti penerimaan SSP PPh pasal 4(2) kepadaPPAT 

Langkah 5 

Kepala Kantor Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran 
perolehan/pcralian hak atas kepada Kantor Pertanahan kemudian menelaah 
kelengkapan dokumeo dan kebenaran data terkait objek pajak. Kepala Kantor 
Pertanahan lalu memperbaharui database daftar kepemilikan hak atas tanah 
dan/ atau bangunan. 

Langkah 4 

PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan dengan menyerahkan draf akta pemindahan haklembar 3 serta bukti 
penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Kepala Kantor Pertanahan. 

PPAT menerima SSPD BPHTB lembar 2 dan lembar 3 serta bukti penerimaan SSP 
PPh pasal 4 (2) dari WajibPajak.PPAT kemudian menyiapkan draf akta pemindahan 
hak alas tanah dan/ atau bangunan. PPAT mengarsipkan SSPD BPHTB lembar 2 

Langkah 3 

Berdasarkan prosedur penelitian d 
SSPD BPHTB lembar 2 d I an prosedur pembayaran, WajibPajak menerima 

an embar 3 W .. bP · SSP PPH pasal 4 ay t (2) · aJt ajak memperoleh bukti penerimaan 
Pelayanan Pajak Wa .. ~P iak atas pembayaran pajak penghasilan melalui Kantor 
3.Sedan W ·.. ~1. aJ lalu menyerahkan SSPD BPHTBlembar 2 dan lembar 

ata gkban a.Jib Pajak memperoleh bukti penerimaao SSP PPh pasal 4 ayat (2) 
s pcm ayaran pa· ak gh · . lal ~ pen asilan melalu! Kantor Pe1ayanan Pajak. Wajib Pajak 
u ~enyerahkan surat SSPD BPHTBlembar 2 dan lembar 3 serta bukti 

penenmaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada PPAT. 

Langkah 2 

Langkah 1 

c. LANGKAH-LANGVAtr TE nnn KNIS 
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2. Bendahara Peneri.maan 
Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 
menyetorkan, menatausahakan dan mcmpertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD 
Dalam proses ini Bendahara Penerimaan berwenang dan bertugas untuk: 

Menerima pembaya.ran BPHTB dari wajib pajak melaJui mekanisme 
penyetoran tunai. 
Menerima nota kredit dari Bank yang ditunjuk atas setiap pembayaran 
BPHTB dari wajib pajak meJalui mekanisme penyetoran ke rekening 
penerirnaan kas daerah 
Menerima register SSPD BPHTB dari bank yang ditunjuk atas setiap 
pembayaran BPHTB dari wajib pajak melalui mekanisme penyetoran ke 
rekening pcnerimaan kas daerah 
Menyiapkan register SSPD BPHTB dari wajib pajak yang penyetorannya 
dilakukan melalui mekanisme tunai kc Bendahara Penerimaan 
Mencatat penerimaan BPHTB kedalam buku penerimaan dan 
penyctoran. 
Menyiapkan register STS 
Mcndtatkan SSPD BPHTB Jcmbar 6 dtlri bank yang ditunjuk atau wajib 
Pajak 

1. Bank yang ditunjuk 
Merupakan pihak yang menerirna pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak 
melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerima kas daerah. Bank 
yang ditunjuk berwenang dan bertugas untuk : 

Menerima pembayaran BPHTB dari wajib pajak. 
Menerbitkan dan menyampaikan nota kredit kepada Bendahara 
Penerimaan atas setiap pembayaran BPHTB melalui rekening 
penerimaan kas daerah 
Menyiapkan register SSPD BPHTB 

B. PIHAK TERKAIT 

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang diJakukan oleh Bank yang 
ditunjuk/Bendahara Penerimaan dalam melaporkan penerimaan pembayaran 
BPHTB dari Wajib Pajak. Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang 
d.ilakukan PPAT atas setiap akta pemindahan hak yang telah 
diterbitkan.Prosedur ini melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerima 
kas daerah. 

A. GAMBARAN UMUM 

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB 

LAMPlRAN V PERATURAN BUPATI MAI.AKA 
NOMOR 5 TAHUN 2015 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU 
BANGUNAN KABUPATEN MAL.AKA 

- 10 - 



Bendahara Penerimaan menerima nota kredit dari Bank yang ditunjuk, 
Bendahara Peneri.rnaan kem~dian mencatat penerimaan BPHTB ke buku 
penerimaan dan penyetoran. ndahara Penerimaan juga mencatat penerimaan 
BPHTB kedala.m register STS 

Langkah 4 

Bank yang ditunjuk kemudian menyerahkan nota kredit ke Bendahara 
Peneri.maan atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening 
penerimaan kas daerah. 

Langkah 3 

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang ditunjuk 
menerbitkan nota kredit dan membuat register SSPDatas setiap penerimaan 
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk mengarsipkan SSPD 
BPHTB lembar 5. 

Langkah 2 

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang ditunjuk mengarsipkan SSPD 
BPHTB lembar 5 dan lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari 
Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas 
daerah 

Langkah 1 

C. l Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang ditunjuk 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNlS 

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
Merupakan pihak yang men ia k 
hak atas tanah d I YI p an dan menandatangani akta pemindahan an atau bangunan Dalam . . dan bertugas u t k · prosesur mi PPAT berwenang 
atas tanah d /n u membuat laporan penerbitan akta pemindahan hak 

an atau bangunan 

4· Fungsi Pembukuan dan Pelaporan 
Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan laporan realisasi 
B~HT~ berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari Bank yang 
d1tunJuk/Bendahara Penerimaan dan PPAT. 
Dalarn prosedur ini fungsi pembukuan &pelaporan berwenang dan bertugas 
untuk: 

Menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bendahara Penerimaan 
Menerima register SSPD BPHTB dari Bendahara Penerimaan 
Menerima register STS dari Bendahara Penerimaan 
Menerima buku penerimaan dan penyetoran dari Bendahara Penerimaan 
Menerima laporan penerbitan akta pem.indahan hak atas tanah 
dan/atau bangunan dari PPAT dan menyiapkan laporan realisasi PAD 
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Langkah 2 

PPAT mcmbuat laporan penerbitan ~ pe~ndahln hak alas tanah dan/atau 
bangunan alas setiap akta yang telah diterbitkan. {. 

Berdasarkan prosedur scbelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani 
akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. PPAT juga menerima 
SSPD BPHTB lembar 2 dari Wajib Pajak. 

I,.an g.k ah I 

C.3. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT 

Fungsi pembukuan dan pelaporan menerima register SSPD BPHTB yang 
dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, buku penerimaan dan penyetoran 
beserta register STS. 

Langkah 4 

Secara periodik, Bendahara Penerimaan Penyampaikan register SSPD BPHTB 
yang dilampiri dengan dengan SSPD BPHTB lembar 6, buku peneri.maan dan 
penyetoran, beserta register STS kepada Fungsi Pembukuan dan Pelaporan. 

Langkah 3 

Berdasarkan SSPO BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara Penerimaan 
mencatat Peneri.maan BPHTB dalam buku penerimaan dan penyetoran. 
Bendahara Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB kedalam register SSPD 
BPHTB. Bendahara Penerimaan mengarsip SSPO BPHTB lembar 5. 

Langkah 2 

Berdasarkan prosedur sebelumnya Bendahara Pencri.maan mengarsip SSPD 
BPHTB lembar 5 dan Iernbar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari 
Wajib Pajak secara tunai melalui Bendahara Peneri.maan. 

Langkah 1 

C.2 Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Pcncri.maan 

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima rezister 
dilampiri dengan SSPD BPHTB Iernbar 6 o- SSPD BPHTB yang 

S~cara.periodik, bank yang ditunjuk men am . . . 
dilarnpiri dengan SSPD BPHTB I Y pat~ register SSPD BPHTB yang 

embar 6 ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan 
Langkah 6 

Langkah 5 
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Langkah 2 

Berdasarkan dokumen-dokumen te~ebut Fungsi Pembukuan dan Pelaporan 
menyusun laporan realisasi BPHTB. ,! 

Berdasarkan prosedur Cl, C2, dan C3, maka Fungsi Pembukuan dan 
Pelaporan menerima dokumen berupa register SSPD BPHTB lembar 6, buku 
Penerimaan dan penyetoran, register STS dan pelaporan penerbitan akta 
pemindahan hak atas tanah dan/ a tau bangunan. 

Langkah 1 

C. 4 Pelaporan Realisasi BPHTB 

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerbitan akta 
pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

PPAT menyampaikan la o . 
dan/ at b p ran penerb1tan akta pemindahan hak atas tanah 

au angunan ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan. 

Langkah 4 

Langkah 3 
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Langkah 1 

Berdasarkan prosedur Pembayaran BPHTB sebelumnya, maka FunJsi 
Penagihan rnengarsipkan SSPD BPHTB yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. i 

C. l. Penetapan STPD BPHTB 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

2. Fungsi Pelayanan 
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk: 
- Memeriksa SSPD BPHTB 
- Menerbitkan STPD BPHTB 
- Menerbitkan SKPDKB BPHTB 
- Menerbitkan SKPDKBT BPHTB. 

1. Wajib Pajak 
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang 
berdasarkan STPD BPHTB, SKPDKB BPHTB, SKPDKBT BPHTB. Wajib Pajak 
juga akan menerima Surat Teguran jika pada saat jatuh tempo belum 
melunasi BPHTB terhutang. 

B. PIHAK TERKAIT 

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB merupakan 
prosedur yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB 
terutang yang clisebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB, 
tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung dan kena bunga/denda. 
Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) 
BPHTB/ kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB merupakan prosedur 
yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam memerikasa BPHTB yang kurang 
dibayar atas SSPD BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun oleh Wajib Pajak 
atau atas SKPDKB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan 
oleh Fungsi Pelayanan. 
Prosedur Penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi 
Pelayanan dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB 
terutang pada saat jatuh tempo. 
Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki dan 
mengelola data base daftar STPD BPHTB, daftar SKPDKB BPHTB, daftar 
SKPDKBT BPHTB, dan daftar Surat Teguran. 

A. GAMBARAN UMUM 

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB 

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MALAKA 
NOMOR 5 TAHUN 2015 ;i~T~~~o~:i!M DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN 
BANGUNAN KABiP~ ~iANAH DAN/ATAU 



1''11 nv.s.i penugihan memeriksa setiap SSPD B 
[hma] tuhun sernenjak dibayar oleh W .. b P~TB yang telah berjangka waktu 5 
n1lui Pf'>! ITU terutnng yang tercantu :~ PaJak. Fungsi penagihan merncriksa 
DJ'ffTfJ yung tcrnyata ku m 1 SSPO BPHTB tcrsebut At '' 
dull•« HHPO lll'IITB rang bayar, funr, i penagihan kernudi . as SSf>D yang kurang dibayar. um menerbitkan 

lkrcl11s11rkan produser pembayaran BPHTB b 1 se e umnya maka f u · . 
nkuu meugarsipkan SSPD BPHTB yang telah dib • .. ngsr periagihun I ayar oleh WaJ1b Pajak. 

J.r•11&k11tl..2 

C.2. Penel11pun SKJ>OK8 BPHTB dan SKPDKBT BPHTB 

W1tjip J>1Jjuk mencrima STPD BPHTB dan membayar BPHTB tcrutang scsuai 

dengon pmscdur pembayaran DPHTB. 

''""""' peuuwhun memperbaharul daftar STPD BPHTB atas sctinp STPD BPHTB 
y1111K tcl11h c.Jikirimk11n kcpada WojibPajak. 

1,1111wc11h 1 

l'uu~•i 1"'111,nihon mengirimkan STPD BPHTB (lembar l)kcpada WajibPajak. 

l'lllJ~tii pt!IWY,ihsul mcugursip STPD BPHTB (lembar 2). 

(t11111i•• 1.-11ur,il11U1 111c111:rhirk1111 STl'D 111'/ITB bcrdasarknn daftar SSl'D BPIITB 
y1111u 111luk/kur1111K dihuyor, ocdoh tulis, salah hitung dun kena bunga/dcndn. 

H'l'PI> Hf'HTH dit:ct11k ruril(kup 2. 

~luhH~ll'f>lsl'Jf'fHl·I t · '·1 111 min y:mJ< ticluk/kuru11g di!Jayur, saluh hitung d,m kcnu 
hur1guf d,·mJ11, 1111,ku (1111r.:•i pc:nuwlwu menerhitkun daftnr SSPD BPHTB yung 
l1tl11k/kw1111,< dilmyur, ,u,luh tuliH,saluh llitung dan kena bunga/denda. Fungsi 
1w1111,t1ll111t 1<,·11111tl111n mc11w1r:iip cluftur tcr:i<!hUL 

l1u111!"' p,·111,e1luw 111111 • • . 111,.1111.r,kMU Hctwp S8J>D BPI 
k111u1,v, ,1,tu,y,11 ,ru,luh tlllrn R 1 1 1. • iTB tcrlrntu11g y:mg/tiduk 

, "" > utuug dun kcua buuga/dcnda. 

f,11111tlH1ll J 
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- Daftsr STPD BPHTB 
- Oaftar SKPDKB BPHTB 
- Daftar SKPDKBT BPHTB, 

dengan mengunakan daftar-daftar tersebut, fungsi 1nagihan memantau surat 
ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo. 

Langkah 1 

Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/SKPDKB/SKPDKBT, fungsi 
penagihan menyimpan : 

C.3. Penerbitan Surat Teguran 

Wajib pajak menerima SKPDKB/SKPDKBT dan membayarkan BPHTB terutang 
sesai dengan prosedur pembayaran BPHTB. 

Laogkah 9 

Fungsi penagihan memperbaharui daftar SKPDKBT atas setiap SKPDKBT yang 
telah dikirimkan kepada Wajib Pajak. 

Langkah 8 

Fungsi penagihan memperbaharui daftar SKPDKB atas setiap SKPDKB yang 
telah dikirimkan kepada Wajib Pajak. 

Lankah 7 

Fungsi penagihan mengirimkan SKPDKB lernbar 1 dan SKPDKBT Iembar 1 
kepada Wajib Pajak. 

Langkah 6 

Fungsi penagihan mengarsip SKPDKBlembar 2 dan SKPDKBT lembar 2. 

Langkah 5 

Berdasarkan daftar yang telah ctibuat fi . SKPDKBd . , ungsi penagihan menerbitkan 
an SKPDKBTmasmg-masing rangkap 2. 

Langkah 4 

Fungsi penagihan ju . 
(lima) tah ga memeriksa setia SK 
terutan un semenjak diterbitkan. Fu: si PDKB_yang telah berjangka waktu 5 
ku g yang tercantum dalam SKPD~ penagihan memeriksa nilai BPHTB 

r~g bayar, fungsi penagihan k . tersebut. Atas SKPDKB yang masih 
rnasih kurang dibayar. emudian menerbitkan daftar SKPDKB dan 

!dJOf.!k.lh 3 
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Langkah 8 

Fungsi penagihan memperbaharui Laftar surat teguran atas setiap Surat teguran 
yang dikirim kepada Wajib Pajak. ~ 

Wajib Pajak menerima Surat Teguran 

Langkah 7 

Fungsi penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib Pajak 

Langkah 6 

Langkah 5 

Fungsi penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2) 

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau 
pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, 
maka fungsi penagihan menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2) 

Langkah 4 

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau 
pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka 
fungsi penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak 
agar melunasi BPHTB yang masih terutang. 

Langkah 3 

Selarna 7 (tujuh) hari iak . SeJ ratuh t melakukan pendekatan empo, fungsi penagihan m ~ ..... b . 
persuasif kepada W .. b p . engnu ungi dan 

yang masih terutang. aJi ajak agar melunasi BPHTB 

Pendekatan persuasif meliputi : 

~en~~bungi Wajib Pajak melalui telepon 
enginmkan surat pemberitahuan dan himbauan 

yngkHh 2 



WajibPaja.k mengirimkan suratpengajuan pingurangan BPHTB yang dilampiri 
dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan salinan surat 
ketetapan BPHTB kepada fungsi pelayanan. 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

3. Fungsi pengolahan Data dan Informasi 
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk: 
-menyimpan dan mengelola data base terkait obyek pajak 
-menyediakan data terkait obyek pajak kepada fungsi pelayanan 

2. Fungsi Pelayanan 
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk : 
_ Menerima, menelaahdan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan 

BPHTB 
_ Menerbitkantanda terima pengajuan pengurangan BPHTB 
_ Mengajukan data terkait obyek pajak kepada fungsi pengolahan data dan 

informasi 
- Menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan 
- Menerbitkan surat penolakan pengajuan pengurangan BPHTB atau Surat 

Keputusan Pengurangan BPHTB. 

1. Wajib Pajak 
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB 
terutang menurut Surat Ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya. 

B. PIHAK TERKAIT 

Prosedur pengurangan BPHT 
Pelayanan dalam 8 merupakan proses yang dilakukan Fungsi 

menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan 
pengurangan BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian 
menelaah dan me rik · · me sa penga.Juan pengurangan berdasarkan dokumen 
pendukung pengajuan dan data terkait obyek pajak. 
Pemberian pengurangan dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah yang 
berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah yang bersanglrutan. 
Prosedur ini melibatkan fungsi pengolahandata dan informasi sebagai pihak yang 
memiliki dan mengelola data base obyek pajak di wilayah administratifnya. 

A. GAMBARAN UMUM 

Langkah 1 

r 

LAMPIRAN VII 
PERATURAN B 
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TENTANG SISTEM D 
BEA PEROLEHAN ~N PROSEDUR PEMUNGUTAN 
BANGUNAN KABUPATE~ ~~~~ANAH DAN/ ATAU 

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB 



Fungsi pelayananmengirimk1 suratpenolakan pengajuan pengurangan BPHTB 
(bagi yang di tolak) atau Su t Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang di 
sctujui) kepada Wajib Pajak 

Langkah 11 

Fungsi pelayanan mengarsipkan Berita Acara Pemeriksaan. 

Langkah 10 

Fungsi pelayanan menyiapkan Serita Acara Pemeriksaan dansuratpenolakan 
pengajuan pengurangan BPHTB (untuk yang di tolak) atauSurat Keputusan 
Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui). 

Langkah 9 

Fungsi pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan peogurangan BPHTB 
berdasarkan data obyek pajak yang telah diterima.Selain itu,pemeriksaan juga 
dilakukan atas kesesuaian antara data yang diajukan dengan ketetapan atau 
kriteria dalam Peraturan Kepada Daerah. 

Langkah 8 

Fungsi pengolahan data dan informasi mengirimkan formulir pengajuan data 
yang telah disikepada fungsi pelayanan. 

Langkah 7 

Fungsi pengolahan data dan infonnasi mengisi.kan formulir pengajuan data 
dengan data terkait obyek pajak. 

Langkah 6 

Fungsi pengolahan data dan infonnasi menerima formulir pengajuan data. 
kemudian menarik data terkait obyek pajak dari data base obyek pajak. 

Langkah 5 

Fungsi pelayanan men,,;..:-,,an 'ormulir 
&-' UllA 11 pengajuan data kepada fungsi pengolahan data dan informasi. 

Fungsi pclayanan 
doku . mengarsipkan dokumen · 

~en tersebut, fungsi pela an pen_gaJuan pengurangan.Berdasarkan 
terkait obyek paiak den y. an kemudian mengajukan perm.intaan data 

:, gan menv,apk r . 
JL . an iormulir pengajuan data. 

Langkah 4 

Langkah ~ 

Fungsi pelayanan 
BPHTB,kemudian rnenerizna d 

mernberikan okumen pen . 
Kepada Wajib Pajak. landa tenma pen a·u ga.,uan pengurangan 

g U an pengurangan BPHTB 

, 



dan melakukan pembayaran 
... ,~~ 

~~· . 
. 'b Pnjak men en ma Surat Ketetapan BPtB 

woJl scsuni dcngan prosedur pembayaran BPHTB. 

" 
ty 
'i:;J/' 

f,,!'V,,,-- ...... ~...,,, ""'~··: 

;Ji .• /r:i;,~'I'' ltt .:i: 

:~I. -~i~f1ft'::· 
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75% 

50% 

50% 

100% 

50% 

50% Kondisi wajib pajak 
yang ada hubu 
ngannya dengan 
sebab-sebab 
tertentu 

b. l. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tan.ah 
melalui pembelian dari hasil ganti rugi dari 
Pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah Nilai 
Jual Obyek Pajak. 

2. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah 
sebagai pengganti atas tan.ah yang dibebaskan 
oleh Pemerintah untuk kepentingan umum. 

3. Wajib pajak yang terkena krisis ekonomi dan 
moneter yang berdampak luas pada kehidupan 
perekonomian nasional sehingga wajib pajak 
harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau 
utang usaha sesuai dangan kebijaksanaan 
Pemerintah. 

4. Wajib pajak Bank Mandiri yang memperoleh hak 
atas tanah yang berasal dari Bank Daya, Bank 
Dagang Negara, Bank Pernbangunan Indonesia, 
dan Bank Ekspor lnpor dalam rangkain proses 
penggabungan usaha (merger). 

5. Wajib pajak Badan yang melakukan 
penggabungan usaha (merger) atau peleberen 
usaha mengadakan likuidasi dan telah 
mernperoleh keputusan persetujuan 
penggabungan atau peleburan usaha dari 
Direktur Jendral Pajak. 

6. Wajib pajak yang mernperoleh hale atas tanah 
dan/ataubangunan yang tidak berfungsi lagi 
seperti semula disebabkan bencana alarn atau 
sebab-sebab lainnya seperti kebakaran.banjir, I 

.__~.,__~~~~~~~---L~~t~a~n~ah::.:._~lo~n~1g~.s~o~r,!.cc:.ge~m~lP~a~b~u~m1=i··==-s.run~u.=.:.:n_g_g~m~e~le~tu:..:::.::s;._;:d~an::.:...i1...-~~~--J&, 

50% 

25% 

50% 

75% 1. Wajib pajak orang pribadi,memperoleh hak baru 
melalui p~ogram pemerintah di bi dang 
pertanahan, tidak mampu secara ekonomis. 

2. Wajib pajak badan,memperoleh hak baru, selain 
hak pengelolaan,telah mengusai tanah dan atau 
bangunan secara fisi.k > 20 tahun, dibuktikan 
dengan surat pemyataan Wajib Pajak dan 
keterangan dari Pejabat Pemda setempat, 

3. Wajib pajak orang pribadi memperoleh hak atas 
tanah dan/ atau bangunan RS, RSS, dan Rumah 
Susun Sederhana yang diperoleh langsung dari 
pengembang dan dibayar secara angsuran. 

4. Wajib pajak orang pribadi menerima hibah dari 
orang pribadi yang mempuny-ai hubungan 
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 
satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah. 

Kondisi tertentu 
wajib pajak yang 
ada hubungannya 
dengan obyek pajak 

a. 

NO 
Besarnya 
Pengurangan 

Yaitu 
Dalam Hal 

BESARNY A PENGURANGAN BPHTB 

PERATURAN BUPATI MALAKA 
NOMOR 5 TAHUN 20lS 
TENTANG SISTEM DAN 
BEA PEROLEHAN HAK PROSEDUR PEMUNGUTAN 
BANGUNAN KABUPATEN :~ANAH DAN/ATAU 

LAMPIRAN VIII 



50% 

1 . g erja dalam jangka waktu paling 
arna 3 [tiga] bulan sejak penandatanganan akta. 

7 · Wajib Pajak orang pribacli Veteran PNS TNT 
POLRl,~ensiunan PNS, Purnawir;wan • TNI: 
Pumawu-awan POLRJ atau janda/ duda-nya yang 
memper~leh hak atas tanah dan/ atau bangunan 
rumah dmas Pemerintah. 

8. Wajib pajak KORPRJ yang mernperoJeh hak atas 
tanah dan/atau bangunan daJam rangka 
pengadaan perumahan bagi anggota 
KORPRI/PNS. 

9. Wajib pajak Sadan anak perusahaan dari 
perusahaan Asuransi dan Reasuransi yang 
memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan 
yang berasal dari perusahaan indu.lmya selaku 
pemegang saham tunggal sabagai kelanjutan dari 
pelaksanaan KMK tentang kesehatan keuangan 
perusahaan asuransi dan perusahaan 
Reasuransi. 

C. Tanah dan/atau 
bangunan yang di 
gunakan untuk ~e 
pen tingan sos Lal 
a tau pendidikan 
yang sema-mata 
tidak untuk men 
cari keuntungan, 
antara Iain untu~ 
panti asuhan, p~tl 
jompo,rumah yatun 
piatu, sekolah yan~ 
tida.k men can 
keuntungan, rumah 
aakit swasta dan 
institusi pelayanan 
sosial mas arakat. 
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